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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi empiris tentang pengaruh pengawasan dan

pengendalian anggaran terhadap good governance pada Sekretariat Daerah Aceh. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan pengendalian anggaran baik
secara parsial maupun secara simultan terhadap good governance pada Sekretariat Daerah
Aceh.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dan
Bendaharawan yang berjumlah sebanyak 128 pejabat. Karena jumlah tersebut mencukupi
maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan
membagikan lembaran pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan kepada responden.
Data primer tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakn regresi linier berganda.

Hasil penelitian menjelaskan pengawasan dan pengendalian anggaran secara
simultan berpengaruh terhadap good governance pada kantor Sekretariat Daerah Aceh.
Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap good governance pada kantor
Sekretariat Daerah Aceh. Pengendalian anggaran secara parsial berpengaruh terhadap
good governance pada kantor Sekretariat Daerah Aceh. Peran pengawasan dan
pengendalian anggaran dalam meningkatkan penerapan good governance pada kantor
Sekretariat Daerah Aceh sangat dominan di banding variabel lainnya di luar model.
Kata kunci: pengawasan, pengendalian anggaran, good governance

I. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (good governance) di provinsi Aceh merupakan salah

satu agenda reformasi total di Indonesia. Dinamika yang menuntut perubahan-perubahan

kelembagaan publik/pemerintah di era reformasi, membuat penerapan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance) menjadi tuntutan yang semakin dikedepankan

dalam penyelengaraan administrasi dan pelayanan publik. Namun dalam prakteknya

pemahaman pejabat terhadap implementasi Good Governance di lingkungan kerja

pemerintahan Aceh masih jauh dari yang diharapkan. Reformasi birokrasi yang dilakukan

pemerintah ternyata belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh

Tanah Air. Masih banyak provinsi yang memperoleh nilai kinerja tata kelola mendekati 4

atau dibawah rata-rata nasional yaitu 5,70. Pencapaian ini masih jauh untuk dibanggakan

bila dilihat dari nilai maksimumnya yaitu 10.
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Penerapan Good Governance pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh juga menjadi

tuntutan dari kecendrungan yang berkembang saat ini di lingkungan pemerintah Aceh.

Good Governance pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh telah mulai di canangkan sejak

diberlakukannya otonomi daerah. Good governance mengharuskan Satuan Kerja

Perangkat Aceh (SKPA) untuk menerapkan pengelolaan keuangan secara akuntabilitas,

transparansi, partisipasi serta Efektif dan efisien.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan manajemen pemerintah

baru di era reformasi yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo,

2007:213). Good governance akan tercapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksaan

serta system pengendalian dapat berfungsi secara baik (Mardiasmo, 2007:218).

Pemberian kewenangan yang luas bagi Kantor Sekretariat Daerah Aceh harus selalu dikuti

oleh kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak terjadi penyelewengan dan

penyimpangan (Mardiasmo, 2007:214). Kondisi inilah yang menjadi dasar bahwa

pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap pelaksanaan tata pemerintah yang

baik pada pada Kantor Sekretariat DaerahAceh.

Tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Aceh dilakukan oleh Inspektorat

Daerah selaku badan pengawasan internal serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

selaku badan pengawasan eksternal. Kedua lembaga ini berperan menyelenggarakan

kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh

kepala daerah, dengan tugas-tugas tersebut inspektorat dan BPK berfungsi sebagai auditor

pemerintah. BPK merupakan lembaga pengawasan eksternal yang tugas-tugasnya tidak

berbeda jauh dengan Inspektorat Daerah, hanya saja ruang lingkup pemeriksaan BPK lebih

mengarah pada upaya pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan

mengeluarkan Lembaran hasil pemeriksaan (LHP) dari setiap temuan yang ada.

Dengan demikian jika pengawasan pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh tidak

dapat berjalan semestinya maka menyebabkan tidak terwujudnya koordinasi dan sinergitas

yang efektif dan berkesinambungan antara pemerintah dengan unsur-unsur lainnya untuk

mengeliminir terjadinya penyalahgunaan wewenang, tindakan KKN serta upaya

mengutamakan kepentingan pribadi. Masalah lain akibat kurangnya pengawasan

tersebut adalah tidak terciptanya persepsi dan komitmen yang seimbang diantara

penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan
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berwibawa dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Akibatnya tata kelola pemerintahan

yang baik tetap sulit untuk diwujudkan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Bulutoding (2012) pelaksanaan pengawasan yang baik akan berpengaruh terhadap good

governance.

Kemudian pengendalian anggaran juga menjadi salah satu faktor yang ikut

mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban APBD harus menggunakan acuan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang telah memperbaiki proses penganggaran di sektor publik

sehingga dapat mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Buruknya pengendalian anggaran, akan memudahkan terjadi penyimpangan pelaksanaan

anggaran yang dilakukan oleh pejabat serta rendahnya alokasi terkait dengan pendanaan

untuk kepentingan umum, padahal alokasi anggaran untuk hal itu harus diprioritaskan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

pengendalian anggaran terhadap Good Governance pada Sekretariat DaerahAceh.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Good Governance

Adisasmita (2011:21) menjelaskan pengertian good governance dari beberapa

aspek yaitu governance dan good adalah:

1. Governance menurut Bank Dunia adalah cara kewenangan pemerintah
digunakan dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan social untuk
pembangunan masyarakat.

2. United Nations Development Programme (UNDP) mengartikan governance
adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi dan administrasi untuk
mengelola urusan suatu bangsa pada berbagai tingkatan.

3. Good mengandung dua pengertian, pertama nilai-nilai yang menjunjung
tinggi keinginan/kehendak rakyat, nilai-nilai meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian tujuan nasiona) kemandirian rakyat, pembangunan
berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek-aspek fungsional dari
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk
mencapai tujuan tersebut.

4. Dengan demikian good governance berorientasi pada orientasi ideal Negara
yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang
berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan
upaya pencapaian tujuan nasional.

World bank dalam Adisasmita (2011:21) mendefinisikan good governance
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adalah sebagai : “Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab oleh pemerintah yang dilakukan sejalan dengan prinsip demokrasi

dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP (dalam Adisasmita,

2011:24) sebagai berikut :

a. Partisipasi (Participation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan
yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. Penegakan Hukum (Rule of law), kerangka hukum yang adil dan
dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparansi (Transparancy), tranparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga-lembaga publik harus cepat dan
tanggap dalam melayani stakeholder.

e. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
lebih luas. Memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh
masyarakat.

f. Kesetaraan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan..

g. Efektifitas dan Efisiensi (Efficiency and Effectiveness), pengelolaan sumber
daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna
(efektif)..

h. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas
setiap aktivitas yang dilakukan.

i. Visi Strategi (Strategic vision), penyelenggara pemerintahan dan
masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan..

Dari 9 karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan

oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan

value of money (economy, efficiency, dan effectiveness).

Sedangkan Permendagri No 13 tahun 2006 menekankan konsep good

governance yaitu:

1. Transparansi: keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai organisasi.

2. Kemandirian: suatu keadaan dimana perusahaan (lembaga) dikelola secara
professional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundamg-undangan
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yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas: kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif).

Prinsip dasar konsep good governance pada organisasi pemerintah menurut

Mardiasmo (2007:24) meliputi:

1) Participation, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baiks
evara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang
dapat menyelurkan aspirasinya.

2) Rule of law, kerangka hokum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu.

3) Transparency,kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan
dengan kepentingan public.

4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam
melayani stakeholder.

5) Consensus orientation, orientasi pada kepentinagn masyarakat
6) Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7) Accountability: pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas

yang dilakukan
8) Strategic vision, penyelengaraan pemerintah dan masyarakat harus

memiliki jauh ke depan.
2.2 Pengawasan

Menurut Indische Compslahiliteitwet (ICW) dalam Halim (2007:52)

pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar

pengeloalaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan

tujuan yang telah disepakati. Jika dikaitkan dengan pengawasan APBD maka

pengawasan adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan

daerah, pengeluaran belanja daerah sesuai dengan rencana aturan dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan menurut Darise (2008:258)

adalah sebagai berikut:

segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan
berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Bila pengertian pengawasan diterapkan terhadap pengawasan anggaran, maka
dapat dikemukakan bahwa pengawasan anggaran adalah segala tindakan untuk
menjamin agar pengelolaan anggaran berlangsung sesuai dengan rencana,
aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu

itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin
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diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan

pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Menurut Mockler dalam buku Gilbert et al.

yang dikutip Tisnawati dan Kurniawan (2008:128), fungsi pengawasan adalah:

Fungsi pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja
dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan
balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat
signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang
di-perlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan
dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2.3 Pengendalian Anggaran

Menurut National Committee on Goversimental Accounting (NGGA) yang saat

ini telah menjadi Govermental Accounting Standards Board (GASB) yang dikutip

dalam Indra (2006:164) mendefinisikan anggaran (budget) sektor publik adalah

rencana operasi keuangan, yang mencakup estirnasi pengeluaran yang diusulkan, dan

sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu

tertentu.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran

merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan

organisasi (Mardiasmo, 2007: 61).

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah.

Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh

pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi

sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening

belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran

yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintah (Nagu 2012)

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif

(pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan

manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta proses penetapan standar,

dengan menerimaumpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan

yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang
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telah direncanakan sebelumnya (Hansen & Mowen dalam dalam Bulutoding (2006).

Pengendalian (control) menurut Mardiasmo (2007:213) adalah mekanisme

yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya

sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sementara

PP No 60/ 2008 Pasal 1 menyebutkan Sistem Pengendalian Intern adalah

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengendalian anggaran publik menurut Mardiasmo (2002) dalam Bulutoding

(2006) dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.

b. Menghitung selisih anggaran (favorable dan unfavorable variances)

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak

dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians:

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

Fungsi anggaran dilingkungan pemerintah menurut Darise (2008:133)

mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keaugan antara lain

karena berfungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
2. Anggaran merupakan target fiscal yang menggambarkan keseimbangan

antrara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekwensi

hokum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah sebagai pernyataan pertanggunbgjawaban pemerintah kepada
publik.

Selanjutnya PP No 60/ 2008 Pasal 3 mengklasifikasi 5 elemen dari sistem

pengendalian intern pemerintah antara lain:

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

2) Penilaian resiko (Risk Assessment)
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3) Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).

5) Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring).

2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya pengendalian (controling) yang dilakukan oleh pemerintah, akan

mencegah defisit anggaran sehingga tujuan serta sasaran anggaran dapat tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran akan bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan akan

berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) Chaudhry et al (2009).

Mengingat fungsi penting dari anggaran sebagai alat pengendalian, maka

anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik dan untuk

menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat, bahkan anggaran merupakan alat

untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau

pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian: 2006),

sehingga akan tercipta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang

dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik target yang dicapai Pemerintah

daerah (Wawan dan Lia, 2009). Sedangkan Rohman (2009) mengatakan bahwa:

“Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu

para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan

mencapai target yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku

sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau

perilaku dan hasil yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan”

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan tinjauan kepustakaan maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian adalah

H1: Pengawasan dan pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap tata

kelola yang baik (Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

H2: Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap tata kelola yang baik (Good
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Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

H3: Pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap tata kelola yang baik

(Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Pengelolaan Keuangan yang

terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Bendaharawan pada Kantor

Sekretariat Daerah Aceh yang berjumlah sebanyak 128 pejabat. Karena jumlah populasi

masih terjangkau untuk diteliti maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Penetapan sampel dilakukan secara non probabilitas yang berpedoman pada pendapat Birn

(2000:149) yang menyatakan “dalam studi kuantitatif diperbolehkan menggunakan jumlah

data 100 sampai 200”.

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan adalah data primer mengenai pengawasan, pengendalian

anggaran dan tata kelola yang baik (Good Governance). Data primer dikumpulkan dengan

memebagikan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 5 item pertanyaan untuk variabel

pengawasan, dan 5 item pertanyaan untuk variabel pengendalian anggaran, dan 4 (empat)

item pertanyaan untuk variabel tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di

rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner yang disebarkan untuk pejabat

kantor sekretariat daerah sebanyak 134 lembar, namun yang terisi secara penuh hanya

sebanyak 128 lembar kuesioner, 4 (empat) diantaranya tidak terisi secara penuh (rusak)

dan 2 (dua) tidak dikembalikan.

3.3 Definisi Operasionalisasi Variabel

1. Pengawasan (X1) adalah kegiatan penilaian agar organisasi tersebut melaksanakan

tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pengukuran pengawasan melibatkan indikator pemeriksaan internal dan

pemeriksaan eksternal dengan ukuran skala likert dari 1-5

2. Pengendalian anggaran (X2) adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
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pelaksanaan anggaran melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan (PP No 60 tahun 2008). Pengukuran pengendalian intern

melibatkan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur

pengendalian, informasi dan pematauan dengan skala likert dari 1-5.

3. Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) (Y) adalah penyelenggaraan

manajemen yang solid dan bertanggung jawab oleh pemerintah sejalan dengan prinsip

demokrasi dan efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”. dalam

Adisasmita (2011:21) Pengukuran tata kelola pemerintah menggunakan indicator

kuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektif dan efisien dengan ukuran skala likert

dari 1-5

3.5. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan lingkungan

pengendalian terhadap kesenjangan anggaran digunakan analisis regresi dengan

bantuan perangkat Statistic Pagcket for Social Saince (SPSS) Versi 19 adalah sebagai

berikut:

Y = α+ β1x1 + β2x2 + e

Keterangan :

Y = Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)

X1 = Pengawasan

X2 = Pengendalian anggaran

β = Parameter Regresi

α = Intercep

e = Error Term

3.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara universal dengan menggunakan uji F
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(F-tes) dan secara partial dengan menggunakan uji t (t-test) pada tingkat keyakinan

95%.

3.6.1. Uji F

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel bebas secara bersama-sama

atau menyeluruh terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria

pengujian :

Jika F hitung < F tabel, maka menerima Ho dan menolak Ha

Jika F hitung > F tabel, maka menerima Ha dan menolak Ho

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

Ho: Pengawasan dan pengendalian anggaran tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Sekretariat

Daerah Aceh.

Ha: Pengawasan dan pengendalian anggaran berpengaruh secara signifikan

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Sekretariat

Daerah Aceh.

3.6.2. Uji t

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas

secara individual terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian :

Jika t hitung < t tabel, maka menerima Ho dan menolak Ha

Jika t hitung ≥ t tabel, maka menerima Ha dan menolak Ho

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

Ho1: Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

Ha1: Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

Ho2: Pengendalian anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.

Ha2: Pengendalian anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Sekretariat Daerah Aceh.
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IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Pengawasan

dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance

Model

Unstandardized
Coefficients Standardized

Coefficients
t

hitung t tabel Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 0,993 0,225 4,412

1,984
0,000

Pengawasan 0,227 0,075 0,245 3,051 0,003
Pengendalian Anggaran 0,481 0,070 0,552 6,869 0,000

Sumber: Data Primer (diolah), 2014

Dari hasil out put spss pada Tabel 4.7 dapat dibuat garis persamaan linier adalah

sebagai berikut:

Y= 0,993+0,227X1+0,481X2

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai

berikut:

1. Konstanta sebesar 0,993 dapat diartikan bahwa apabila pengawasan (X1) dan

pengendalian anggaran (X2) dianggap tetap atau tidak diterapkan, maka penerapan

good governance pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh secara konstan adalah

masih sebesar 0,993. Dengan demikian tanpa adanya pengawasan dan pengendalian

anggaran penerapan good governance tersebut masih belum menonjol.

2. Koefisien regresi pengawasan (X1) sebesar 0.227 dapat diartikan bahwa setiap

meningkatnya 1 satuan kegiatan pengawasan, akan dapat meningkatkan penerapan

good governance pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh sebesar 0.227 satuan pada

unit skala likert. Dengan demikian jika kegiatan pengawasan dapat ditingkatkan

maka penerapan good governance pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh akan lebih

baik.

3. Koefisien regresi pengaruh pengendalian anggaran (X2) sebesar 0,481 dapat

diartikan bahwa setiap meningkatnya pengendalian anggaran 1 satuan, maka akan

dapat meningkatkan penerapan good governance pada kantor Sekretariat Daerah

Aceh sebesar 0,481 satuan pada unit skala likert. Dengan demikian jika
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pengendalian anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku maka penerapan good governance pada Kantor Sekretariat Daerah

Aceh sudah baik.

4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 2
Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi

Model R R Square
Adjusted R
Square

1 0.736 0.542 0.535
Sumber:Data Primer (diolah), 2014

1. Koefisien korelasi (r)= 0,736 menjelaskan bahwa derajat hubungan (korelasi)

antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 73,6%, artinya hubungan

antara kegiatan pengawasan dan pengendalian anggaran dengan good governance

pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh adalah positif dan tergolong kuat.

2. Koefisien diterminasi (r2) sebesar 0,542, artinya peran kegiatan pengawasan (X1)

dan pengendalian anggaran (X1) dalam mempengaruhi penerapan good governance

pada kantor Sekretariat Daerah Aceh adalah sebesar 54,2%. Sedangkan

selebihnya yaitu sebesar 45,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model,

artinya good governance hanya sedikit dipengaruhi oleh faktor lain selain dari

variabel yang diteliti.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Hasil Pengujian Secara Serentak/Keseluruhan (Uji F)

Tabel 3
Hasil Analisis Uji F

Model Sum of
Squares Df Mean

Square F F-tabel Sig.

Regression 16.632 2 8,316 74,002 3,087

.

000

Residual 14.047 125 0,112

Total 30.680 127

Sumber:Data Primer (diolah), 2014
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Hasil pengujian statistik secara keseluruhan diperoleh nilai F hitung sebesar

74.002 Sedangkan nilai F tabel pada taraf signifikan 5% dan n =128 adalah sebesar

3,087, Hal ini memperlihatkan bahwa nilai F hitung (74,002) > F tabel (3,087) dengan

tingkat probabilitas 0,000, sehingga hasil penelitian ini dapat diambil suatu keputusan

bahwa menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (Ho), artinya

variabel pengawasan (X1) yang terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern

dan pengendalian anggaran (X2) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, prosedur

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantaun secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap good governance (Y).

4.3.2 Hasil Pengujian Secara Partial (Uji t)

Tabel 4
Hasil Analisis Uji t

Model Unstandardized
Coefficients t

hitung t tabel Sig.
B Std. Error

1 (Constant) 0,993 0,225 4,412
1,984

0,000
Pengawasan 0,227 0,075 3,051 0,003
Pengendalian Anggaran 0,481 0,070 6,869 0,000

Sumber:Data Primer (diolah), 2014

Hasil analisis pengaruh pengawasan terhadap Good Governance pada kantor

Sekretariat Daerah Aceh diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,051 sementara nilai t-tabel

pada tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 1,984. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa nilai t-hitung (3,051) lebih besar dari t-tabel (1,984) dengan nilai signifikan 0,003

atau < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hipotesis Ha1 yang

menyatakan pengawasan (X1) berpengaruh signifikan terhadap good governance pada

kantor Sekretariat Daerah Aceh dapat diterima.

Hasil analisis pengaruh pengendalian anggaran terhadap good governance pada

Kantor Sekretariat Daerah Aceh diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,869 sementara nilai

t-tabel pada tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 1,984. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai t-hitung (6,869) lebih besar dari t-tabel (1,984) dengan nilai

signifikan 0,000 atau <0,005. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hipotesis
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Ha2 yang menyatakan pengendalian anggaran (X2) berpengaruh signifikan terhadap

good governance pada kantor Sekretariat Aceh dapat diterima.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasakan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa

kesimpulan adalah:

1 Pengawasan dan pengendalian anggaran secara simultan berpengaruh terhadap

good governance pada kantor Sekretariat Daerah Aceh.

2 Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap good governance pada kantor

Sekretariat Daerah Aceh.

3 Pengendalian anggaran secara parsial berpengaruh terhadap good governance pada

kantor Sekretariat Daerah Aceh.

5.2 Keterbatasan

Penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain rendahnya nilai

korelasi determinasi variabel pengawasan dan pengendalian terhadap good

governance sehingga penelitian selanjutnya perlu menambah beberapa variabel

yang relevan untuk meningkatkan nilai tersebut.

5.3 Saran-saran

Mengingat pengawasan dan sistem pengendalian anggaran berpengaruh

terhadap Good Governance, maka penulis menyarankan:

1. Agar proses pengawasan dan pengendalian anggaran dapat berjalan dengan lebih

baik, maka perlu adanya inspeksi secara rutin oleh inspektorat serta perlu di

tingkatkan penilaian resiko dengan baik.

2. Agar kegiatan pengawasan lebih berkualitas maka inspektorat perlu mengecek

langsung capaian output dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat

Daerah Aceh.

3. Agar kegiatan pengendalian dapat berfungsi dengan baik maka setiap pimpinan

eselon Sekretariat Daerah Aceh perlu melakukan penilaian resiko dengan baik.




